BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh rangkaian pemaparan, analisis teoretis, serta hasil penelitian
lapangan yang telah dijabarkan secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya
mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015
terhadap tindakan asusila di era transisi hukum pidana nasional, maka peneliti

merumuskan beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. Pola Penegakan Hukum Empiris dan Hambatan Sistemik Berdasarkan
Teori Soerjono Soekanto

Penegakan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015, khususnya
terkait penertiban tindakan asusila oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Bojonegoro, saat ini masih didominasi oleh pendekatan represif non-
yustisial. Pola penindakan yang diterapkan di lapangan berupa razia berkala pada
titik rawan, pemeriksaan identitas administratif di tempat, pemanggilan orang tua
atau wali, serta pembuatan surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi
pelanggaran serupa.

Namun, efektivitas penegakan hukum empiris tersebut mengalami hambatan
sistemik yang signifikan apabila dibedah menggunakan lima faktor sosiologi hukum
dari Teori Soerjono Soekanto, yaitu:

e Faktor Hukumnya Sendiri: Terdapat ketidakselarasan normatif (antinomi)

yang sangat kentara. Perda Bojonegoro memosisikan asusila sebagai
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pelanggaran ketertiban umum bersifat delik biasa (ex-officio), sedangkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) menetapkan perzinaan
dan kohabitasi sebagai delik aduan absolut (absolute klachtdelict). Benturan asas
lex superior derogat legi inferiori ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
aparat di lapangan.

Faktor Penegak Hukum: Keterbatasan kuantitas dan kualitas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di internal Satpol PP Kabupaten Bojonegoro
menyebabkan minimnya tindakan pro-justitia (yustisial) yang berujung ke
pengadilan pidana ringan (tipiring). Sanksi yang dijatuhkan murni bersifat
pembinaan moral, sehingga daya paksa hukumnya rendah.

Faktor Sarana atau Fasilitas Penunjang: Belum memadainya infrastruktur
teknologi informasi, seperti sistem pemantauan terpusat dan pelaporan digital,
serta terbatasnya armada patroli operasional untuk menjangkau luas wilayah
Bojonegoro yang mencakup 28 kecamatan.

Faktor Masyarakat: Masih kuatnya sikap permisif dan apatis dari sebagian
warga sekitar rumah kos harian, di mana masyarakat cenderung membiarkan
terjadinya asusila privat dan baru mengadukannya setelah timbul konflik sosial
atau gangguan ketenteraman lingkungan yang nyata.

Faktor Kebudayaan: Munculnya budaya komersialisasi di era industrialisasi
Bojonegoro, di mana pemilik usaha akomodasi (kos harian dan hotel melati)
lebih mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek dengan membiarkan

tamu tanpa menyaring identitas pernikahan mereka.
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2. Formulasi Model Penegakan Hukum Ideal yang Responsif di Masa Mendatang

Guna menjembatani benturan regulasi (antinomi) dan mengatasi keterbatasan

sosiologis di lapangan, Kabupaten Bojonegoro sangat membutuhkan rekonstruksi

model penegakan hukum yang responsif (responsive law) dan adaptif terhadap

perlindungan hak atas privasi warga negara. Formulasi model penegakan hukum

ideal yang diusulkan di masa mendatang bertumpu pada tiga pilar operasional yang

terintegrasi, yaitu:

Formulasi Rekonstruksi Regulasi Lokal: Menginisiasi legal review untuk
menyelaraskan substansi Perda Nomor 15 Tahun 2015 dengan KUHP baru.
Yurisdiksi represif aktif (ex officio) Satpol PP harus dibatasi secara tegas hanya
pada tindakan asusila kasat mata di ruang publik yang mengganggu
ketenteraman umum. Sementara itu, untuk penertiban di ruang privat (seperti
penginapan dan kos-kosan), tindakan aparat wajib menghormati asas delik
aduan absolut dan fokus pada kepatuhan administrasi izin usaha pengelola.
Desain Model Penegakan Hukum Terintegrasi (Collaborative Governance):
Menggeser pola pengawasan manual-fisik yang intrusif menjadi model
digitalisasi melalui penerapan kewajiban sistem e-reporting pelaporan tamu
harian secara elektronik bagi pelaku usaha akomodasi yang terhubung dengan
basis data Satpol PP, serta integrasi kanal aduan satu pintu berbasis aplikasi
mobile (Bojonegoro Peduli).

Model Kemitraan Berbasis Komunitas (Community-Based Policing):

Merevitalisasi peran pengurus RT/RW sebagai saringan moralitas dan ketertiban
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sosial pertama di lingkungan domestik, sehingga penyelesaian asusila
diutamakan melalui sanksi sosial dan adat setempat sebelum membawa Satpol
PP sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium).
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi
dan saran aplikatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi para

pemangku kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat di Kabupaten Bojonegoro:

1. Saran untuk Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Bojonegoro

o Segera Melakukan Harmonisasi Peraturan Daerah: Pemerintah Daerah
bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk segera melakukan
revisi atau perubahan terbatas terhadap Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15
Tahun 2015, khususnya Pasal 30 mengenai pencegahan tindakan asusila.
Harmonisasi ini penting agar materi muatan perda tidak bertentangan dengan
asas-asas perlindungan hak privasi domestik yang telah diatur secara ketat dalam
Pasal 411 dan Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

e Penyusunan Regulasi Teknis Pengawasan Digital: Pemerintah Daerah perlu
menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kewajiban bagi seluruh
pemilik usaha penginapan, hotel melati, dan rumah kos harian untuk
mengimplementasikan sistem pendaftaran tamu berbasis digital (e-reporting).

Regulasi ini harus memuat sanksi administratif yang tegas, mulai dari denda
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hingga pencabutan izin operasional secara permanen bagi pengelola yang tidak

taat.

2. Saran untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro

Optimalisasi Anggaran untuk Sertifikasi PPNS: Kepala Satpol PP Kabupaten
Bojonegoro disarankan untuk mengajukan prioritas anggaran daerah guna
membiayai program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) bagi para anggotanya. Peningkatan kuantitas PPNS ini
krusial agar Satpol PP memiliki kapasitas yuridis untuk meningkatkan
penegakan hukum dari sekadar pembinaan non-yustisial menjadi penindakan
yustisial (sidang tipiring) yang berdaya paksa tinggi di pengadilan.
Transformasi Paradigma Pengawasan Terintegrasi: Satpol PP disarankan
untuk mulai meninggalkan metode patroli dan razia fisik acak yang bersifat
intrusif ke dalam ruang privat warga negara. Pengawasan harus dialihkan pada
pemantauan kepatuhan administratif pemilik usaha akomodasi melalui sistem
pelaporan digital (e-reporting) dan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten

Bojonegoro.

3. Saran untuk Masyarakat, Pengurus RT/RW, dan Pelaku Usaha Akomodasi

Pemberdayaan Pranata Sosial Tingkat Lingkungan: Pengurus Rukun
Terrangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bojonegoro diharapkan
kembali menghidupkan fungsi siskamling dan pengawasan lingkungan secara

kekeluargaan. Apabila ditemukan indikasi awal perbuatan asusila, pengurus
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lingkungan harus mengedepankan mediasi, teguran moral, dan penyelesaian adat
setempat terlebih dahulu guna menjaga harmonisasi sosial lingkungan sebelum
melibatkan instrumen aparat penegak hukum formal.

Peningkatan Akuntabilitas Yuridis Pelaku Usaha: Pemilik rumah kos harian
dan hotel skala kecil di Kabupaten Bojonegoro wajib meningkatkan pengawasan
internal mereka dengan menerapkan SOP pemeriksaan identitas pernikahan
tamu yang ketat saat melakukan registrasi. Pelaku usaha harus menyadari
tanggung jawab hukum administrasi (vicarious liability) yang melekat pada izin
usaha mereka, serta menolak membiarkan tempat usahanya disalahgunakan
sebagai wadah asusila komersial demi menjaga ketenteraman sosial masyarakat

Bojonego
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